SURYA ABDIMAS

® 5

/L o Vol. 9 No. 4 (2025) pp. 697 - 708

® ’./ Available online at: http:/ /jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index
G) p-ISSN: 2580-3492  e-ISSN: 2581-0162

SURYA ABDIMAS

Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Etika Politik dan
Kesadaran Demokrasi Dalam Pilkada Melalui Baitul Arqom

Supardiono >4, Galih Bagas Soesilo, Agus Budi Santosa

Universitas Muhammadiyah Purworejo
JI. KH. A. Dahlan 3 Purworejo, Jawa Tengah, 54111, Indonesia
| supardiyono@umpwr.ac.id <1 | DOL https://doi.org/10.37729 /abdimas.v9i4.6352 |

Abstrak

Pemilu merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang menghadirkan berbagai
tantangan seperti polarisasi politik dan praktik politik transaksional. Muhammadiyah berperan aktif sebagai
organisasi Islam yang mengedepankan nilai keadilan, persatuan, dan etika politik. Melalui dakwah,
pendidikan politik, dan penguatan budaya politik berintegritas, Muhammadiyah membentuk pemilih yang
cerdas dan bertangqung jawab. Sejarah panjang Muhammadiyah menunjukkan kontribusinya dalam
konsolidasi kebangsaan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang mendukung pembangunan bangsa. Sikap
Independen Muhammadiyah dalam politik praktis menegaskan komitmen menjaga stabilitas sosial dan
demokrasi sehat. Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah menjadi landasan memperkuat NKRI sebagai negara
Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Metode pengabdian dilakukan melalui ceramah dan diskusi
interaktif dalam kegiatan Baitul Argom untuk membangun kesadaran politik dan nilai etika peserta. Dengan
pendekatan moderat dan progresif, Muhammadiyah berperan penting mengawal Pemilu demi masa depan
bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.

Kata Kunci: Etika politik, Pemilihan umum, Baitul arqgam
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1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi
dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Sebagai mekanisme demokrasi yang
memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah secara langsung, Pemilu tidak hanya
berperan dalam menentukan arah pembangunan, tetapi juga memiliki dampak signifikan
terhadap stabilitas politik dan sosial di tingkat nasional (Nurafni & Hertanto, 2025). Dalam
konteks tersebut, peran organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah menjadi
sangat strategis. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia,
Muhammadiyah memiliki jejak sejarah panjang dalam mendukung pembangunan bangsa,
baik di bidang pendidikan, sosial, maupun dalam ranah kebangsaan (Oktriyani et al., 2024).
Dikenal dengan pendekatan moderat dan progresif, Muhammadiyah menjunjung tinggi
prinsip-prinsip keadilan, persatuan, serta kemajuan yang berlandaskan pada ajaran Islam
yang mencerahkan.

Menjelang pelaksanaan Pemilu, tantangan demokrasi semakin kompleks, antara
lain meningkatnya polarisasi politik, maraknya ujaran kebencian, dan praktik politik
transaksional yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi (Shofa et al., 2024).
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Dalam menghadapi situasi ini, Muhammadiyah memainkan peran aktif dalam menjaga
kohesi sosial dan membangun kesadaran politik yang sehat di tengah Masyarakat
(Mubarakah et al., 2025). Melalui kegiatan dakwah, pendidikan politik, dan penguatan
nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa, Muhammadiyah berusaha mendorong
masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, rasional, serta menjauhkan diri dari
praktik politik uang dan korupsi.

Komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat demokrasi juga tercermin dalam
upayanya membangun budaya politik berintegritas, baik di kalangan anggotanya maupun
masyarakat umum (Santosa & Rina Kurnia, 2021). Kesadaran politik yang sehat dan
berbasis etika menjadi modal penting dalam menciptakan demokrasi yang adil, inklusif,
dan berkelanjutan. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, peran Muhammadiyah
sebagai pemersatu dan penjaga nilai-nilai kebangsaan menjadi sangat penting (Haq &
Sahman, 2025). Kegiatan seperti Baitul Argom yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah
Aisyiyah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut
(A. Muttaqin et al., 2025). Dalam kegiatan ini, materi tentang peran kebangsaan
Muhammadiyah dan dinamika politik menjelang Pemilu menjadi sangat relevan dalam
membekali warga Muhammadiyah agar lebih siap dan cerdas menghadapi realitas politik
yang terus berkembang (Al-Hamdi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peran
Muhammadiyah dalam Pemilu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan
konstruktif dalam memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian,
Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang berperan aktif
dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih adil,
damai, dan berkemajuan (Mubarakah et al., 2025).

Baitul Arqom sebagai instrumen kaderisasi ideologis Muhammadiyah memiliki
fungsi strategis dalam menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian
kebangsaan, bagi warga persyarikatan. Penguatan etika politik melalui pendidikan kader
semacam ini menjadi semakin krusial di tengah merebaknya pragmatisme politik, politik
transaksional, serta rendahnya literasi demokrasi menjelang Pemilu. Oleh karena itu,
pengabdian ini penting dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata Muhammadiyah dalam
membangun basis etika politik yang kokoh sekaligus meningkatkan kesadaran demokrasi
masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terwujud proses Pemilu yang lebih sehat,
berkeadilan, dan berkelanjutan, serta semakin menegaskan peran Muhammadiyah sebagai
kekuatan moral dan pencerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.Metode

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan
ceramah dan diskusi interaktif dalam kegiatan Baitul Arqom yang diselenggarakan oleh
Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Kulon Progo. Ceramah disampaikan oleh
narasumber yang kompeten di bidang politik dan etika sosial, dengan materi yang
dirancang untuk membangun kesadaran politik yang sehat dan memperkuat nilai-nilai
etika di kalangan peserta. Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi
interaktif yang memungkinkan peserta untuk menyampaikan pandangan, bertanya, dan
berdialog secara kritis. Metode ini dipilih untuk menciptakan suasana pembelajaran yang
partisipatif dan reflektif, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga
mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang adil dan berkelanjutan dalam
kehidupan bermasyarakat. Adapun bagan pelaksanaan kegiatan dapat ditunjukkan pada
Gambar 1.
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CERAMAH KEGIATAN

DAN —> BAITUL —
DISKUSI ARQAM
INTERAKTIF

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Muhammadiyah dalam Konsolidasi Awal Kebangsaan

Sejarah berdirinya bangsa Indonesia tidak hanya dibentuk oleh gerakan politik dan
militer, tetapi juga oleh gerakan sosial dan keagamaan yang membantu konsolidasi
identitas kebangsaan (Yupi et al., 2024). Salah satu organisasi ini adalah Muhammadiyah,
sebuah organisasi gerakan Islam modern yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada
tahun 1912 di Yogyakarta (Yupi ef al., 2024). Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada
pembaruan agama, melainkan pembaruan sosial yang mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan bangsa (Khoirudin et al., 2025). Dalam konteks konsolidasi nasional sebelum
keberadaan negara, Muhammadiyah memainkan peran penting secara nyata, terutama
dalam pendidikan, kesehatan, dan pembekalan moralitas bangsa bernuansa Islam
(Oktriyani et al., 2024).

Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa
diragukan lagi, menurut Muktasim Billah peran penting Muhammadiyah dalam
mengkonsolidasikan bangsa sebelum kemerdekaan adalah (Billah, 2021), yaitu (1)
Menyelenggarakan pendidikan untuk kaum bumiputra, termasuk di antaranyaadalah
buruh-buruh di sekitar Kauman (Edowansyah et al., 2024). (2) Penyebaran Muhammadiyah
ke berbagai daerah di Jawa, dan perlahan merambah ke Sumatera dan Sulawesi. Kemudian
pada usianya yang baru tiga dekade, sudah hampir tersebar merata di seluruh Nusantara,
lengkap dengan sekolah atau kegiatan pemberdayaan (Alya Agqilla et al., 2024).
Muhammadiyah mulai menerbitkan Soeara Moehammadijah pada 1915 dan majalah
Soeara Aisjijah yang sudah dirintis melalui lembaran Isteri-Islam tahun 1925. Bahkan sudah
menggunakan bahasa Melayu sejak 1921. (3) Muktamar demi Muktamar Muhammadiyah
juga memberi peran penting dalam konsolidasi bangsa

Salah satu sumbangan paling penting dari Muhammadiyah adalah dalam bidang
pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan formal hanya diperuntukkan pada
segolongan orang, terutama golongan priyayi dan komunitas Belanda (Fadhlurrahman,
2025). Sebaliknya pendekatan berbeda yang diterapkan Muhammadiyah adalah berdirinya
sekolah-sekolah yang mengajarkan ajaran agama namun juga mengajarkan ilmu umum
seperti ilmu pengetahuan, matematika, dan Bahasa (Astaman et al., 2025). Kegiatan
dilaksanakan dalam bentuk Darul Arqam ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Pemateri dan Peserta Darul Arqom

Sebagai tambahan, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menunjukkan bahwa pendidikan
harus terbuka bagi semua orang. Bukan itu saja, pendidikan Muhammadiyah juga
memperhatikan proses penanaman nilai-nilai nasionalis di dalam pendidikan itu
(Mubarakah et al., 2025). Hasil-hasil lulusan dari sekolah Muhammadiyah juga menjadi
tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional .

Selain pendidikan, Muhammadiyah juga membangun lembaga dan jaringan sosial
yang kuat melalui pendirian rumah sakit dan klinik yang tersebar di seluruh Indonesia.
(Muhsi & Nurzannah, 2025) Layanan kesehatan ini tidak hanya memberikan perawatan
medis, tetapi juga berfungsi sebagai alat konsolidasi sosial umat Islam dengan memberikan
bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu (Katili & Sastrawijaya, 2024). Dengan
demikian, Muhammadiyah memperkuat solidaritas umat Islam di tengah pengawasan
kolonial. Peran ini juga terlihat dalam kesiapsiagaan Muhammadiyah dalam
penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Majalah Soeara
Moehammadijah memiliki peran penting dalam mengkonsolidasikan bangsa Indonesia
(Prayogi & Saputro, 2025). Sebagai sarana komunikasi yang efektif, majalah ini
menyatukan pandangan ke-Indonesiaan dan dibaca oleh berbagai kalangan di seluruh
Hindia Belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah berdiri cabang Muhammadiyah
(Prayogi & Saputro, 2025). Penggunaan Bahasa Melayu sejak tahun 1921 menjadi titik
krusial karena berhasil menyatukan bahasa komunikasi, jauh sebelum Sumpah Pemuda
1928 yang menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia
(Al-Hamdi, 2023). Majalah ini membantu memperkuat identitas nasional dan kesadaran
kebangsaan di kalangan umat Islam dan masyarakat luas.

Muhammadiyah memiliki peran yang sangat besar dalam mengkonsolidasikan
bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan (Alisapaka et al., 2024). Organisasi ini tidak hanya
berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, pelayanan
sosial, dan pembaruan agama (No et al., 2025). Muhammadiyah mendirikan sekolah-
sekolah modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama secara seimbang, serta
menyediakan layanan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan (Shofa et al., 2024).
Semangat nasionalisme yang kuat dalam Muhammadiyah turut memperkuat persatuan
rakyat Indonesia, menjadi pilar penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan
pendekatan modern dan progresif, Muhammadiyah membantu membangun fondasi
kebangsaan yang kokoh hingga Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945.
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3.2. Peran Muhammadiyah dalam Merumuskan Ideologi Bangsa

Peran Muhammadiyah sebagai pendirian bangsa Indonesia tidak bisa dibantah lagi,
tidak hanya peran kultural yang diperlihatkan tapi juga peran dalam pembentukan
struktur kebangsaan Bangsa Indonesia (No et al., 2025). Pada saat perjuangan kemerdekaan
Indonesia, Jepang memperkenalkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan sebagai empat
serangkai untuk menggambarkan betapa sentralnya mereka (Khoirudin et al., 2025). Empat
Serangkai tersebut adalah, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan K.H. Mas
Mansur. Tentu K.H. Mas Mansur dikenal sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah kala
itu yang terpilih dalam Konggres Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1937 (Santosa
& Rina Kurnia, 2021).

Peran K.H. Mas Mansur dalam perjuangan kemerdekaan dilanjutkan oleh
penerusnya, Ki Bagus Hadikusumo (Budi et al., 2021). Bersama tokoh Muhammadiyah
lainnya seperti Prof. Kahar Mudzakir dan Mr. Kasman Singodimejo, Ki Bagus aktif
berjuang di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Mereka memiliki peran penting dalam merumuskan Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia (Shofa et al., 2024). Ki Bagus
Hadikusumo dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang gigih memperjuangkan agar
nilai-nilai ajaran Islam turut diakomodasi dalam dasar negara. Dalam sidang-sidang
BPUPKI, beliau menunjukkan keteguhan sikap dalam mempertahankan peran Islam,
sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas bangsa yang
inklusif dan berkeadilan (Santosa & Rina Kurnia, 2021).

Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI sangat terlihat jelas,
terutama dalam merumuskan Piagam Ja karta yang awalnya memuat kalimat "Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Nufaisah et al.,
2021). Ki Bagus bersama tokoh Islam lainnya berusaha agar nilai-nilai agama Islam
diakomodasi dalam dasar negara (Santosa & Rina Kurnia, 2021). Namun, demi
menghormati keberagaman dan menjaga persatuan bangsa, beliau akhirnya menyetujui
perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini menunjukkan
sikap kompromi Ki Bagus yang mengutamakan kesatuan bangsa sambil tetap
mempertahankan prinsip moral dan spiritual yang diyakininya penting (Budi et al., 2021).

Muhammadiyah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan dasar negara
Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara Islam dan negara
(Fadhlurrahman, 2025). Sikap moderat Muhammadiyah dalam menyikapi isu ini sangat
menentukan terciptanya kesepakatan nasional yang kokoh. Muhammadiyah mendukung
Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif dan berkeadilan, yang mampu
mempersatukan keberagaman bangsa. Organisasi ini menempatkan nilai-nilai moral dan
spiritual sebagai landasan utama, namun tetap menghormati pluralitas masyarakat
Indonesia (Alkhawarizmi, 2024). Dengan demikian, Muhammadiyah berperan penting
dalam menjaga keseimbangan antara nilai agama dan semangat kebangsaan (Budi et al.,
2021). Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah tetap konsisten melanjutkan
perjuangannya. Dalam dinamika politik nasional yang semakin kompleks,
Muhammadiyah berusaha menjadi penyeimbang dengan tetap berpegang pada nilai moral
dan keagamaan . Organisasi ini menolak dijadikan alat politik oleh pihak manapun, namun
tidak ragu bersuara lantang ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip
keadilan dan kepentingan rakyat (Hamdanny, 2021). Muhammadiyah terus berkomitmen
memperjuangkan kesejahteraan bangsa dengan pendekatan yang moderat dan inklusif,
menjaga persatuan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.
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Menurut Buya Syafii Maarif, Muhammadiyah dan perjalanan kebangsaan Indonesia
ibarat satu tarikan nafas. Sejak didirikan Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam
ranah keagamaan, tetapi juga dalam ranah kebangsaan. Muhammadiyah bekerja untuk
umat adalah sejalan dengan perjuangan membangun bangsa, karena Muhammadiyah
meyakini bahwa umat yang kuat adalah pondasi bagi bangsa yang kuat pula. Peran
Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi kontribusi nyata
dalam memperkuat sendi-sendi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan
(Yupietal., 2024). Upaya Muhammadiyah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
lembaga pendidikan yang didirikannya, serta berbagai amal usaha di bidang kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat, telah menjadi bagian integral dari upaya membangun
Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Pemikiran-pemikiran progresif yang diusung
oleh para tokoh Muhammadiyah, mengajarkan bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia
tidak bisa dipisahkan dari perjuangan untuk memajukan bangsa secara keseluruhan
(Raharjo et al., 2024).

3.3. Konsep Darul Ahdi wa Syahadah

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara kembali ditegaskan dalam
Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar pada tahun 2015, yaitu ditetapkannya
konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Konsep ini lahir sebagai respons
terhadap dinamika kebangsaan yang dihadapi Indonesia, dengan tujuan memberikan
panduan tentang peran Muhammadiyah dalam menjaga dan memperkuat bangsa. Dalam
konteks ini, Darul Ahdi Wa Syahada menjadi refleksi atas komitmen Muhammadiyah
terhadap Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai
Islam. Pandangan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, berangkat dari tiga
latar belakang utama (Nashir, 2008). Pertama, adanya kelompok-kelompok atau beberapa
elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi
antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. Kedua, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum
merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai
negara Pancasila itu. Ketiga, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap
sebagai ancaman terhadap negara Pancasila (Nufaisah et al., 2021).

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas
falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. secara esensi selaras
dengan nilai nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan
yang dicita-citakan umat Islam yaitu Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur (No et al.,
2025). Darul Ahdi menurut adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar
perjanjian atau kesepakatan di antara seluruh rakyat warga negara. Muhammadiyah
menegaskan pentingnya umat Islam untuk memegang teguh komitmen terhadap
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila; Muhammadiyah berupaya untuk
terus memperkokoh pilar-pilar kebangsaan, memastikan Indonesia tetap menjadi negara
yang adil, makmur, dan sejahtera, yang menghormati pluralitas dan kebhinekaan.

Konsep Darus Syahadah (negara persaksian) lahir dari pemikiran bahwa umat Islam
memiliki tanggung jawab sebagai ummatan wasathan, yaitu umat yang berada di tengah-
tengah dan menjadi teladan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa umat
Islam harus menjadi saksi atas keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan di
Indonesia (Yuliani et al., 2025).
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Kesaksian tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial-
ekonomi Masyarakat (Muhsi & Nurzannah, 2025). Kesaksian ini bukan sekadar retorika,
melainkan aksi nyata yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga
persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, Muhammadiyah berperan
sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa Indonesia (Yuliani et al., 2025).

3.4. Peran Kebangsaan di Bidang Ekonomi

Muhammadiyah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan bangsa,
termasuk di sektor ekonomi, dengan berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur
perekonomian nasional dan prinsip demokrasi ekonomi (Prayogi & Saputro, 2025).
Muhammadiyah memandang bahwa konsep kebangsaan di bidang ekonomi harus
dijalankan dengan semangat keadilan sosial, menghindari eksploitasi sumber daya yang
hanya menguntungkan segelintir pihak (Billah, 2021). Komitmen ini diwujudkan dalam
upaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi
juga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menjadi fondasi utama
komitmen Muhammadiyah dalam bidang ekonomi (Khakim, 2022). Ayat (1) menyatakan
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup
orang banyak harus dikuasai oleh negara; sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Muhammadiyah memandang Pasal 33 ini sebagai wujud ekonomi berkeadilan sosial, di
mana negara wajib hadir mengelola sumber daya strategis demi kepentingan rakyat dan
mencegah kesenjangan yang merugikan masyarakat bawah. Komitmen ini juga tercermin
dalam perjuangan Muhammadiyah melalui judicial review UU Sumber Daya Air (Khakim,
2022).

Muhammadiyah memahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah konstitusi ekonomi
yang mengatur sistem perekonomian nasional yang adil dan mensejahterakan rakyat.
Organisasi ini aktif mengadvokasi kebijakan ekonomi yang sejalan dengan semangat Pasal
33, terutama dalam pemberantasan kemiskinan sebagai masalah struktural yang harus
diatasi dengan kebijakan pro-rakyat (Novemyanto, 2024). Muhammadiyah juga
mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengutamakan
kepentingan rakyat banyak. Kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk
segelintir elit. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang ditegaskan dalam Pasal
33 dan menjadi landasan perjuangan Muhammadiyah dalam membangun ekonomi yang
inklusif dan berkeadilan (Novemyanto, 2024).

3.5. Peran Kebangsaan di Bidang Hukum

Dalam konteks pembentukan hukum, Muhammadiyah menekankan pentingnya
nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan sebagai dasar sistem hukum yang berkeadilan.
Muhammadiyah tidak hanya mendukung supremasi hukum yang adil, tetapi juga
menyoroti perlunya hukum yang menjamin kesejahteraan sosial dan menghormati hak
asasi manusia. Organisasi ini mengawal tegaknya hukum melalui konsep jihad konstitusi,
yang bukan berarti perjuangan bersenjata, melainkan perjuangan menegakkan kebenaran
dan keadilan secara konstitusional (Muttaqin et al., 2025). Jihad konstitusi menjadi wujud
komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai
moral dan keagamaan.
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Jihad konstitusi Muhammadiyah adalah upaya memperjuangkan dan menjaga
tegaknya nilai-nilai konstitusi yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan
umum (Hamdanny, 2021). Muhammadiyah berupaya memastikan setiap peraturan
perundang-undangan selaras dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip ajaran Islam yang
Rahmatan lil ‘Alamin. Perjuangan ini merupakan proses panjang untuk mengawal kebijakan
negara agar tetap berada dalam koridor keadilan sosial dan etika keagamaan. Melalui jihad
konstitusi, Muhammadiyah berperan aktif dalam menjaga integritas hukum dan moral
bangsa Indonesia (Khakim, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, Muhammadiyah telah
mengambil langkah nyata dalam jihad konstitusi melalui jalur hukum, terutama dengan
mengajukan judicial review terhadap berbagai undang-undang yang dianggap bertentangan
dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh penting adalah
pengajuan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah ini
menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya aktif dalam diskursus hukum, tetapi
juga berperan langsung dalam penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan
sosial dan prinsip-prinsip Islam. Jihad konstitusi ini merupakan bentuk ijtihad konkret
Muhammadiyah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan secara konstitusional.

3.6. Peran Kebangsaan Muhammadiyah Dalam Kehidupan Politik

Muhammadiyah dalam hal ini memainkan peran strategis dalam banyak aspek
kehidupan bangsa, termasuk politik. Namun, sikap Muhammadiyah terhadap politik tidak
serta-merta diartikan sebagai keterlibatan langsung dalam arena kekuasaan. Sebaliknya,
Muhammadiyah menempatkan politik sebagai ruang bagi perjuangan moral dan
kebangsaan dengan tetap berpegang pada khitah Muhammadiyah sebagai prinsip dasar
yang menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, melainkan
organisasi dakwah dan sosial kemasyarakatan (Muttaqin, 2025). Khittah dalam konteks
Muhammadiyah berarti garis atau jalan perjuangan yang menjadi landasan etis dan
operasional organisasi dalam menentukan arah gerak perjuangannya (Mubarakah et al.,
2025). Khittah Muhammadiyah merupakan seperangkat rumusan, teori, metode, sistem,
strategi, dan taktik perjuangan yang mengarahkan organisasi untuk tidak terlibat dalam
praktik politik praktis. Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi
partai politik atau afiliasi dari partai politik tertentu, melainkan berdiri di atas semua
golongan demi kepentingan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian, sikap
ini bukan berarti Muhammadiyah anti-politik. Muhammadiyah memandang politik
sebagai sarana penting dalam mencapai cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan, dan
kemajuan bangsa.

Meskipun Muhammadiyah tidak terjun langsung ke ranah politik praktis,
organisasi ini secara konsisten menyuarakan sikap politiknya dalam berbagai isu nasional
yang strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan social (Al-Hamdi, 2023).
Muhammadiyah aktif memberikan pandangan moral dan kritik konstruktif terhadap
kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Selain itu, Muhammadiyah berperan penting dalam membina kader bangsa yang
berintegritas melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, agar mereka mampu
berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip etika (Al-
Hamdi, 2023). Sikap ini tercermin dalam posisi Muhammadiyah yang mengambil sikap
Idependen dalam pemilu, namun tetap kritis dan loyal terhadap kepentingan bangsa.
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Muhammadiyah selalu menegaskan sikap independen dalam setiap perhelatan
pemilu maupun pemilu. Organisasi ini konsisten tidak memihak pada partai politik
manapun, sesuai dengan khittah yang melarang keterlibatan dalam politik praktis. Namun,
sikap independen ini bukan berarti pasif. Muhammadiyah memanfaatkan momentum
pemilu untuk mengajak masyarakat memilih pemimpin yang berintegritas, bermoral tinggi,
dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammadiyah membebaskan
anggotanya untuk bergabung dalam tim sukses calon pilihan masing-masing secara
pribadi, tanpa rekomendasi dari organisasi, dengan ketentuan harus cuti dari aktivitas
organisasi selama masa tugas tersebut. Warga Muhammadiyah diharuskan
mengedepankan etika dalam melakukan aktivitas politik sesuai dengan khittah organisasi
yang menekankan visi membangun etika politik berlandaskan nilai-nilai Islam dan
kemanusiaan. Muhammadiyah secara konsisten menyerukan perlunya politik yang bersih,
berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan sekadar alat perebutan
kekuasaan (Aminuddin & Kumalasari, 2024). Hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan
sikap Muhammadiyah yang mengkritisi fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan,
dan praktik politik yang merusak moralitas bangsa (Billah, 2021). Praktik money politics,
yang berdampak buruk bagi pemerintahan dan moral bangsa, menjadi hal yang harus
dihindari dan ditolak keras oleh Muhammadiyah .

3.7. Sikap Muhammadiyah dalam Pemilu

Menghadapi Pemilu, Muhammadiyah memandang penting untuk menegaskan
kembali peran warga dan simpatisannya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan,
dan stabilitas sosial. Sikap ini sejalan dengan konsep khittah Muhammadiyah yang
menyerukan agar setiap warga Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral dan
kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan
dan beradab (Muttaqin et al., 2025). Melalui panduan prinsip ini, Muhammadiyah
menegaskan bahwa keterlibatan politik adalah suatu bentuk ibadah, yaitu dalam hal
memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan
kemanusiaan, Muhammadiyah mengedepankan prinsip politik nilai (Mubarakah et al.,
2025). Artinya, Muhammadiyah lebih memilih untuk berdiri pada posisi independen tidak
terlibat dalam politik praktis, yakni dukungan terhadap partai politik atau calon tertentu.
Namun demikian, ini bukan berarti Muhammadiyah mengabaikan aspek politik dalam
kehidupan bernegara. Justru Muhammadiyah mengajarkan bahwa setiap warga negara,
termasuk anggota Muhammadiyah, memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kehidupan
politik, terutama dalam menjaga agar politik berjalan sesuai etika dan nilai agama.
Muhammadiyah memandang bahwa setiap warga negara, termasuk anggotanya, memiliki
peran penting dalam Pemilu sebagai bagian dari hak dan kewajiban dalam kehidupan
demokrasi (Astaman et al., 2025). Muhammadiyah mendorong agar warganya terlibat aktif
dalam pemilu dengan sikap kritis dan rasional. Pemahaman yang memadai tentang politik
sangat diperlukan agar warga Muhammadiyah dapat membuat pilihan yang bijaksana
(Khakim, 2022). Oleh karena itu, Muhammadiyah mengupayakan pendidikan politik bagi
anggotanya agar mampu menilai calon kepala daerah secara objektif berdasarkan rekam
jejak, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam ajang Pemilu, suhu politik biasanya meningkat dan sering diwarnai
persaingan ketat yang dapat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan persatuan dalam
menghadapi dinamika tersebut.
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Organisasi kemasyarakatan ini memandang Pemilu harus menjadi proses demokratis yang
menguatkan kebersamaan, bukan ajang yang menimbulkan konflik horizontal
antarpendukung calon. Sebagai organisasi yang dikenal dengan pendekatan moderat dan
inklusif, Muhammadiyah mengajak warganya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
persaudaraan dan persatuan serta menghindari praktik-praktik yang dapat memecah belah
persatuan. Dalam menghadapi Pemilu, Muhammadiyah melalui konsep Darul Ahdi Wa
Syahada menegaskan komitmen untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, damai, dan
adil. Sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap
aspek kehidupan, Muhammadiyah mengajak warganya untuk terlibat dalam pemilu
dengan bijaksana, berpartisipasi aktif dalam pengawasan, dan menjaga persatuan di
tengah keberagaman (Muttaqin, 2025). Dengan peran aktif dan cerdas dari warga
Muhammadiyah, Pemilu diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang
amanabh, visioner, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.

4. Kesimpulan

Baitul Arqom merupakan instrumen kaderisasi ideologis Muhammadiyah yang
strategis dalam menanamkan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian kebangsaan, baik
bagi warga persyarikatan maupun masyarakat luas. Di tengah meningkatnya pragmatisme
politik, maraknya politik transaksional, serta rendahnya literasi demokrasi menjelang
Pemilu, penguatan etika politik melalui pendidikan kader menjadi sangat mendesak.
Pengabdian ini hadir sebagai kontribusi nyata Muhammadiyah dalam membangun basis
etika politik yang kokoh sekaligus meningkatkan kesadaran demokrasi. Dengan demikian,
diharapkan terwujud Pemilu yang sehat, berkeadilan, berkelanjutan, serta menegaskan
Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dan pencerah bangsa. Pengabdian ini berdampak
penting dalam memperkuat etika politik warga Muhammadiyah, untuk meningkatkan
literasi demokrasi, dan membangun kesadaran kritis masyarakat menjelang Pemilu.
Melalui Baitul Argom, Muhammadiyah meneguhkan peran strategisnya sebagai kekuatan
moral yang mendorong lahirnya demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan di
Indonesia.
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